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ABSTRACT

The construction of Bagong Dam in Trenggalek Regency is a National Strategic
Project that has experienced land acquisition delays from 2019 to 2025, with
progress as of 2026 reaching only 97.25% of the total 1,232 land parcels. This study
aims to analyze the conformity between the planned land acquisition timeline and
its field realization, identify the contributing delay factors, and analyze the resulting
social and administrative impacts. A descriptive qualitative method was employed
with data collected through interviews, field observation, and documentation study,
validated using source, technique, and time triangulation. The findings indicate that
the land acquisition process has fulfilled procedural conformity but has not met
timeliness requirements under Law Number 2 of 2012 and Government Regulation
Number 19 of 2021 jo. Government Regulation Number 39 of 2023. The timeline
discrepancy stems from an accumulation of interrelated obstacles, extending the
process approximately seven years beyond the original target. Delay factors
emerged in the actuating aspect, including rejection of inventory and identification
activities, objections to compensation values, inventory disputes, administrative
issues, forest area and relocation problems, and the Covid-19 pandemic. The
planning aspect failed to anticipate field risks, organizing functioned well, while
controlling proved insufficient in preventing ongoing delays. The delays produced
social impacts comprising compensation conflicts, inter-village social jealousy,
community comfort disruption, and shifts in social relationships, as well as
administrative impacts including repeated location decree extensions, reissuance
of residual land decrees, and the emergence of new heirs.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN)
sebagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berskala besar
guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional (Putri
Cahyani, 2023). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama
pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menetapkan 201
proyek dan 10 program prioritas sebagai PSN. Salah satu proyek tersebut
adalah Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

Lokasi pembangunan Bendungan Bagong yang berada pada Desa
Sengon dan Desa Sumurup ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Nomor 188/297/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan
Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Akan
tetapi penetapan lokasi tersebut mengalami perubahan terkait luas pengadaan
tanah yang semula rencana luas tanah dibebaskan adalah seluas 214.1206 Ha
menjadi seluas 222.12 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor
188/438/KPTS/013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur
Jawa Timur Nomor 188/297/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

Sejak ditetapkannya lokasi pembangunan Bendungan Bagong hingga
berakhirnya masa penetapan lokasi tersebut, pembebasan pengadaan tanah
Bendungan Bagong masih mencapai 45% dari total luas yang dibebaskan yaitu
97,20 Ha dari total luas, sehingga pada tahun 2022 dilakukan perpanjangan
waktu pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong melalui Surat
Keputusan Gubernur Nomor 188/449/KPTS/013/2022 tentang Perpanjangan
Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek



Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah
Bendungan Bagong juga belum terselesaikan sampai masa waktu perpanjangan
penetapan lokasi Bendungan Bagong berakhir. Keadaan ini mendorong
diterbitkannya penetapan lokasi baru pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut
penyelesaian pengadaan tanah terhadap bidang-bidang yang masih tersisa
seluas 105,16 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor
188/417/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Lokasi Atas Sisa Tanah Untuk
Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa
Timur. Perpanjangan penatepan lokasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengadaan tanah Bendungan Bagong mengalami keterlambatan yang tidak
sesuai dengan perencanaan waktu pengadaan tanah.

Perencanaan dalam kegiatan pengadaan tanah memiliki peran dalam
penentu keberhasilan pengadaan tanah. Tahap ini bersifat krusial, karena
ketidaktepatan atau kegagalan dalam kegiatan perencanaan akan berpotensi
menimbulkan keterlambatan dalam jangka waktu kegiatan pengadaan tanah
(S.W. Sumardjono, 2015). Keterlambatan waktu dalam pelaksanaan
pengadaan tanah akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan baik pada
perkembangan pembangunan fisik maupun fungsi bendungan (Rifaldi
Mustamin dkk., 2023). Mengingat Bendungan Bagong memiliki peran penting
dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat yang dirancang dengan tujuan
untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air baku, mendukung irigasi
pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian banjir di
wilayah Selatan Jawa Timur (Muhammad Fadli dkk., 2025). Namun,
pencapaian tujuan Bendungan Bagong tersebut belum dapat terealisasikan
secara keseluruhan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan, mengingat
pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong masih mengalami berbagai
permasalahan.

Permasalahan keterlambatan Bendungan Bagong sering menjadi
perhatian publik, melalui pemberitaan media Jatimnow, Pamungkas (2025)
menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Bagong terancam mengalami

keterlambatan, karena hingga bulan Maret 2025 progres pengadaan tanah baru



mencapai 52% dari total luas yang dibebaskan, sedangkan seluruh rangkaian
pengadaan tanah ditargetkan selesai pada tahun 2026. Ketidaksesuaian antara
rencana waktu dan pelaksanaan di lapangan mengindikasikan adanya faktor-
faktor yang mempengaruhi keterlambatan kegiatan pengadaan tanah.
Keterlambatan tersebut bahkan menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini
dapat terancam dicoret dari daftar PSN (Muttaqin, 2025). Menurut informasi
yang dipublikasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek (2025),
melalui media sosial instagram, hambatan yang dijumpai mencakup aspek
teknis dan nonteknis yang ditemukan dalam proses pelaksanaan di lapangan.
Faktor yang menjadi hambatan tersebut berupa kegiatan verifikasi dan validasi
data, penyelesaian bidang tanah yang berstatus sengketa, penetapan besaran
ganti kerugian, hingga percepatan proses pembayaran ganti kerugian kepada
pihak masyarakat yang terdampak. Keberadaan berbagai kendala tersebut
mengakibatkan tidak tercapainya target penyelesaian pengadaan tanah sesuai
dengan kerangka waktu yang telah direncanakan.

Secara yuridis, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum harus diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang (UU)
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum mengatur masa berlaku penetapan lokasi yang diterbitkan
oleh Gubernur ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
selama 1 (satu) tahun. Kemudian, peraturan terkait batas waktu penetapan
lokasi diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa
Penetapan lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling
lama dalam waktu 1 (satu) tahun. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam UU
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



Undang-Undang, yang turut menetapkan masa berlaku penetapan lokasi
selama 3 (tiga) tahun dengan masa perpanjangan waktu 1 (satu) tahun.
Penetapan batas waktu ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum,
menjamin kelancaran proses pengadaan tanah, serta mengurangi hambatan-
hambatan yang berpotensi dapat memperlambat pelaksanaan proyek
pembangunan.

Permasalahan keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya
terjadi pada proyek Bendungan Bagong, akan tetapi juga ditemukan pada
proyek-proyek strategis lainnya, Menurut penelitian Khumairoh dkk. (2022)
permasalahan serupa juga terjadi pada proyek pembangunan Jalan Tol Padang—
Sicincin yang mengalami keterlambatan karena proses pengadaan tanah
berjalan lambat akibat negosiasi yang tidak berjalan efektif antara pemerintah
dan masyarakat. Jalan tol yang semula ditargetkan dapat beroperasi pada
Desember tahun 2021 terpaksa tertunda akibat kendala sosial di lapangan yang
mana masyarakat menilai bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan terlalu
rendah, sehingga menimbulkan penolakan dan memperlambat penyelesaian
proses pengadaan tanah. Menurut Milawati Paputungan dkk. (2024)
keterlambatan pembayaran ganti rugi di Kabupaten Bolang Mongondow juga
disebabkan oleh sebagian lahan masyarakat terdampak yang berada dalam
kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Status lahan yang belum jelas
tersebut menghambat proses administrasi dan pencairan dana ganti rugi,
sehingga memperpanjang waktu penyelesaian pengadaan tanah secara
keseluruhan.

Permasalahan pada proses pengadaan tanah yang muncul di setiap
tahapan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam
pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP
Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023, pengadaan tanah
diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Dengan demikian
kelancaran pada setiap tahapan pengadaan tanah menjadi tolok ukur dalam

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan yang dilakukan secara



merata diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh
masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, makmur, dan
berkeadilan (Maddeppungeng dkk., 2019)

Fenomena keterlambatan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji
mengingat proses pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong telah
mengalami perpanjangan waktu penetapan lokasi. Perpanjangan ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah masih menghadapi
berbagai hambatan. Dengan demikian, permasalahan keterlambatan pengadaan
tanah pada pembangunan Bendungan Bagong tersebut belum banyak dikaji
secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada
keterlambatan terhadap teknis konstruksi, dampak konstruksi, dan faktor
penyebab keterlambatan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan
mengenai kesesuaian rencana jangka waktu pengadaan tanah pada dokumen
perencanaan pengadaan tanah dengan realisasi di lapangan dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada setiap
tahapan pengadaan tanah, serta dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan
pengadaan tanah Bendungan Bagong. Berdasarkan uraian tersebut, maka
peneliti mengambil judul “Analisis Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan

Tanah Bendungan Bagong Tahun 2019-2025 di Kabupaten Trenggalek”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan
pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek
mengalami keterlambatan sejak tahun 2019 sampai 2025 yang sepenuhnya
belum terselesaikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian
antara perencanaan waktu yang disusun dengan pelaksanaan di lapangan dan
berbagai permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yang
sering muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah. Sehingga perlu dilakukan
analisis terkait permasalahan pembangunan Bendungan Bagong. Berdasarkan

uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



1.

Bagaimana kesesuaian antara rencana jangka waktu pelaksanaan pengadaan
tanah Bendungan Bagong tahun 2019-2022 dan 2023-2025 dengan realisasi
pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun
2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023?

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan
pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bagong?

Bagaimana dampak sosial dan administratif dari keterlambatan pengadaan

tanah pada pembangunan Bendungan Bagong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1.

Menganalisis kesesuaian rencana jangka waktu pelaksanaan pengadaan
tanah dengan realisasi pelaksanaan di lapangan berdasarkan UU Nomor 2
Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan
pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten

Trenggalek.

. Menganalisis dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan akibat

keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu

manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan terhadap efektivitas



pelaksanaan pengadaan tanah serta dasar solusi penyelesaian proyek
strategis nasional;

. Bagi instansi yang memerlukan tanah, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi terkait efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong telah
memenuhi kesesuaian prosedur, di mana seluruh tahapan yang diwajibkan
dalam peraturan perundang-undangan telah dilalui tanpa adanya yang
dilewati atau diabaikan. Namun, dari aspek ketepatan waktu, pelaksanaan
pengadaan tanah Bendungan Bagong belum sepenuhnya memenuhi
ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP
Nomor 19 Tahun 2021 jo PP Nomor 39 Tahun 2023, mengingat ketentuan
waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pengadaan
tanah. Ketidaksesuaian jangka waktu tersebut bersumber dari akumulasi
hambatan yang saling berkaitan pada kegiatan pengadaan tanah, sehingga
secara keseluruhan pengadaan tanah Bendungan Bagong berlangsung
selama kurang lebih tujuh tahun dari target perencanaan awal.

2. Keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong dipengaruhi oleh faktor
yang muncul pada aspek actuating meliputi penolakan dan penghadangan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi, keberatan terhadap besaran nilai
ganti kerugian, sanggahan hasil inventarisasi dan identifikasi, permasalahan
administrasi, permasalahan kawasan hutan dan relokasi serta dampak
pandemi Covid-19. Dari aspek planning telah disusun DPPT yang menjadi
pedoman pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Baogong. Pada aspek
organizing, berjalan dengan baik melalui pembagian tugas dan keterlibatan
para pihak sedangkan dari aspek controlling telah diupayakan melalui rapat
evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian hambatan di lapangan.

3. Keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong menimbulkan dampak
sosial dan administratif. Dampak sosial, muncul konflik akibat penolakan

nilai ganti rugi, kecemburuan sosial, gangguan aktivitas dan kenyamanan
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masyarakat serta perubahan hubungan sosial masyarakat. Secara
administratif, keterlambatan menyebabkan perlunya perpanjangan
penetapan lokasi dan penerbitan penetapan lokasi sisa tanah serta muncul
ahli waris baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan
pengadaan tanah Bendungan Bagong tidak hanya mempengaruhi
pencapaian waktu namun juga berimplikasi terhadap kondisi sosial

masyarakat dan administrasi pengadaan tanah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Bagi Kantor Pertanahan dan Instansi yang Memerlukan Tanah, dapat
melakukan identifikasi dan penanganan lebih awal terhadap potensi
permasalahan administratif maupun sosial serta meningkatkan komunikasi
dan sosialisasi kepada masyarakat secara transparan guna meminimalkan
konflik sosial dan dampak keterlambatan pengadaan tanah.

Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat memperkuat
koordinasi dalam percepatan pengadaan tanah serta terus memberikan
pendampingan dan dukungan penyelesaian permasalahan administratif di
tingkat desa.

Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian mengenai
efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

khususnya terkait upaya mitigasi hambatan dalam proses pelaksanaannya.
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